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Abstrak 

Permasalahan dalam pelayanan perizinan berusaha di Kota Surabaya masih sering ditemui dan menjadi hal 

penting dalam pelaksanaan pelayanan publik. Pelayanan perizinan berusaha disusun berdasarkan Peraturan 

Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara elektronik. 

Dengan adanya kebijakan tersebut, semua pelayanan perizinan berusaha menjadi terintegrasi oleh pusat 

melalui sistem yang disebut dengan Online Single Submission (OSS). Tujuan penelitian ini adalah untuk 

mendeskripsikan Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Online Single Submission (OSS) pada Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Surabaya. Metode penelitian yang 

digunakan adalah deskriptif dan menggunakan pendekatan kualitatif. Fokus penelitian ini menggunakan 

teori implementasi Edward C George III yang di dalamnya terdapat Komunikasi, Sumber Daya, 

Disposisi/Pelaksana Kebijakan, serta Struktur Birokrasi. Teknik pengumpulan data menggunakan 

Wawancara, Observasi, dan Dokumentasi. Dengan Teknik Analisis Data berupa pengumpulan data, 

reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

penggunaan sistem Online Single Submission (OSS) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Surabaya dapat dikatakan cukup baik. Akan tetapi, masih ditemukan 

beberapa kekurangan yakni masih ditemukannya sistem/server Online Single Submission (OSS) yang 

belum sepenuhnya dapat diandalkan karena sering mengalami error selama dalam proses penginputan data 

dan juga sering terjadi maintenance, dan masih ada pelaku usaha/masyarakat yang kurang paham mengenai 

penggunaan Online Single Submission (OSS). Saran peneliti untuk pelaksanaan program Online Single 

Submission (OSS) adalah memberikan perbaikan dan peningkatan kualitas server serta memberikan 

sosialisasi atau pendampingan kepada kelompok masyarakat dalam layanan perizinan berusaha melalui 

sistem Online Single Submission (OSS). 

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Online Single Submission (OSS), Pelayanan Perizinan, Perizinan 

Berusaha 

Abstract 

Problems in business licensing services in Surabaya City are still often encountered and are an important 

thing in the implementation of public services. Business licensing services are arranged based on 

Government Regulation Number 24 of 2018 concerning Integrated Business Licensing Services 

electronically. With this policy, all business service permits are integrated by the center through a system 

called Online Single Submission (OSS). The purpose of this study is to describe the Implementation of 

Business Licensing Based on Online Single Submission (OSS) at the Surabaya City Investment and One-

Stop Integrated Service Office (DPMPTSP). The research method used is descriptive and uses a qualitative 

approach. The focus of this study uses the implementation of Edward C George III's theory which includes 

Communication, Resources, Disposition/Policy Implementers, and Bureaucratic Structure. Data collection 

techniques use Interviews, Observations, and Documentation. With Data Analysis Techniques in the form 

of data collection, data reduction, data presentation and drawing conclusions. The results of this study 

indicate that the use of the Online Single Submission (OSS) system at the Surabaya City Investment and 

One-Stop Integrated Service Office (DPMPTSP) can be said to be quite good. However, several 

shortcomings were still found, namely the Online Single Submission (OSS) system/server was still not 

fully reliable because it often experienced errors during the data input process and also frequent 

maintenance, and there were still business actors/communities who did not understand the use of Online 

Single Submission (OSS). The researcher's suggestion for the implementation of the Online Single 

Submission (OSS) program is to provide improvements and increase server quality and provide 

socialization or assistance to community groups in business licensing services through the Online Single 

Submission (OSS) system. 

Keywords: Policy Implementation, Online Single Submission (OSS), Licensing Services, Business 

Licensing   
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PENDAHULUAN  

Pesatnya perkembangan zaman dan semakin 

kompleksnya persoalan yang dihadapi, ditandai dengan 

terjadinya pergeseran paradigma penyelenggaraan 

pemerintahan dari paradigma Rule Government menjadi 

Good Governance. Rule Government yaitu menekankan 

aspek penyelenggaraan pemerintahan, Pembangunan dan 

pelayanan publik berdasarkan pada peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Sedangkan paradigma Good 

Governance yaitu penyelenggaraan pemerintahan, 

Pembangunan dan pelayanan publik yang tidak hanya 

semata-mata didasarkan pada kehendak kemauan 

pemerintah tetapi melibatkan seluruh elemen baik unsur 

internal birokrasi maupun unsur publik (masyarakat), 

serta pihak swasta.  

Governance merupakan sebuah konsep yang 

menciptakan suatu tatanan yang terdiri dari berbagai 

aktor dalam mendorong suatu pelayanan publik dan 

pembangunan pemerintah (Airlangga, 2024). Istilah 

Governance memiliki implikasi terhadap kajian ekonomi, 

politik dan administrasi. Sama halnya Governance juga 

berkembang dalam beberapa bidang misalnya seperti 

manajemen, organisasi kelembagaan, serta administrasi.  

Perkembangan kemajuan teknologi saat ini, 

memberikan kemajuan pada suatu pelayanan publik, 

dengan  suatu optimalisasi efektifitas dan efisiensi yang 

semakin baik (Fadhilah & Prabawati, 2019). 

Perkembangan ini mendorong  adanya perubahan sistem 

yang lebih baik dan juga cepat, dengan mempersingkat 

proses suatu sistem kebijakan yang dijalankan (Cahya & 

Dewi, 2022). 

Konsep Implementasi pada dasarnya merupakan 

bagaimana kebijakan yang akan dijalankan bisa berhasil 

dalam pelaksanaannya (Qomaruddin & Kurniawan, 

2021). Implementasi adalah suatu tindakan atau 

pelaksanaan dari suatu rencana yang disusun dengan rinci 

(Wafidah dkk, 2023: 31). Implementasi Kebijakan 

merupakan kegiatan yang cukup kompleks dengan 

mempengaruhi banyak faktor salah satunya seperti 

implementasi kebijakan (Muhayat dkk, 2024).  

Kebijakan Publik merupakan suatu proses 

formulasi implementasi dan evaluasi kebijakan yang 

saling terkait dan dilakukan oleh pemerintah dengan 

stakeholders dalam mengatur, mengelola dan 

menyelesaikan berbagai urusan publik (Aisyah dkk, 

2017). Kebijakan Publik menurut (Ramadhanti, 2024: 43) 

merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan oleh 

seseorang atau sekelompok untuk menyelesaikan masalah 

tertentu untuk mencapai tujuan dalam menyelesaikan 

kepentingan publik. Danies A. Mazmanien dan Paul A. 

Sabatier (Abdul Wahab, 2014:65) yang menyatakan apa 

yang nyatanya terjadi sesudah program, maka dinyatakan 

berlaku dan menjadi fokus/perhatian implementasi 

kebijakan. 

Implementasi kebijakan merupakan sejumlah 

kegiatan yang diikuti dengan tujuan program dan hasil 

yang diinginkan, dengan mencakup banyak macam 

kegiatan diantaranya yaitu bertanggung jawab dalam 

melaksanakan kegiatan program, badan pelaksana 

mengembangkan bahasan anggaran untuk rencana dan 

desain program, serta badan pelaksana 

mengorganisasikan kegiatan-kegiatan dengan birokrasi 

dan rutinitas untuk mengatasi beban kerja. (Kusnadi & 

Baihaqi, 2020). (Setyawan, 2020: 291) menyatakan 

bahwa, Implementasi Kebijakan merupakan hal yang 

sangat penting dalam suatu kebijakan yang harus 

diterapkan dan dilakukan agar menghasilkan dampak dan 

tujuan sesuai dengan yang diinginkan.  

Pelayanan Publik menurut (Apriyani, 2022) 

merupakan suatu tanggung jawab yang diemban oleh 

pemerintah kepada masyarakat sebagai pembuat dan 

pelaksana kebijakan terhadap kebutuhan masyarakat 

dalam kehidupan bernegara dengan memberikan 

pelayanan yang terbaik. Pelayanan publik sebagai 

serangkaian kegiatan dalam proses pemenuhan kebutuhan 

warga negara akan barang dan jasa yang harus 

dipersiapkan oleh penanggung jawab penyelenggaraan 

pelayanan publik seperti badan penyelenggara negara, 

badan hukum, organisasi mandiri yang dibentuk dengan 

undang-undang, sekalipun hanya sekedar badan hukum 

untuk kegiatan pelayanan publik.  

Pelayanan Publik pada hakikatnya adalah 

pemberian layanan kepada masyarakat yang merupakan 

kewajiban aparatur negara. Pelayanan publik yang 

responsif, berarti pelayanan yang diberikan mampu 

mengenali dan mencari kebutuhan masyarakat yang akan 

dipenuhi. Dengan memberikan pelayanan yang responsif 

apparat birokrasi diberi kewenangan dalam mengambil 

suatu karena mereka dituntut untuk mampu 

menyelesaikan suatu masalah dengan kreatif, 

berwawasan luas, serta transparansi dalam mengambil 

suatu keputusan, hal ini berhubungan langsung dengan 

masyarakat. 

Meningkatkan kualitas pelayanan publik, perlu 

memperhatikan komponen-komponen pelayanan, antara 

lain: prosedur pelayanan, waktu penyelesaian, biaya 

pelayanan, produk pelayanan, sarana dan prasarana, 

kompetensi petugas dalam memberikan pelayanan. 

Pelayanan Publik (Public Service) merupakan bagian 

penting dalam sistem birokrasi di suatu negara yang 

berhubungan langsung dengan masyarakat luas dan 

menjadi salah satu fokus utama dalam reformasi 

birokrasi. Pelayanan Publik merupakan sebuah kegiatan 

yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dengan 

landasan faktor material melalui sistem, prosedur, dan 
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metode tertentu dalam usaha memenuhi kepentingan 

orang lain sesuai dengan haknya (Kurniawan 2005: 07). 

Pelayanan Publik menurut Wasistiono 

(Hardiansyah 2011: 11) juga dapat dipahami sebagai 

pemberian pelayanan kepada masyarakat oleh pemerintah 

atau pihak swasta dengan atau tanpa pembayaran sebagai 

tanggapan atas kepentingan kebutuhan masyarakat. 

Menurut UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan 

publik pasal 5 yang menyebutkan bahwa “Ruang lingkup 

pelayanan publik meliputi pelayanan barang publik dan 

jasa publik serta pelayanan yang diatur dalam peraturan 

perundang-undangan”. Didefinisikan salah satu wujud 

pelayanan adalah layanan berbagai perizinan. Pelayanan 

yang efektif dan efisien dapat memenuhi segala hak dan 

kebutuhan dasar secara menyeluruh bagi seluruh lapisan 

masyarakat tanpa adanya pengecualian.  

Pelayanan Publik diartikan sebagai pemberian 

layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat 

yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai 

dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan 

(Sinambela, 2006). Sedangkan esensi pelayanan publik 

itu sendiri adalah usaha untuk memenuhi kebutuhan 

orang lain sehingga orang tersebut merasa puas. 

Pelayanan Publik akan terus meningkat baik dari segi 

kualitas maupun kuantitas seiring dengan bertambahnya 

jumlah penduduk, meningkatnya kesejahteraan 

masyarakat, dan terjadinya perubahan lingkungan yang 

signifikan. 

Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 

2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi 

Secara Elektronik menandai signifikan yang dilakukan 

pemerintah. Peraturan Pemerintah ini mengatur 

mengenai; a.) Jenis, pemohon dan penerbit perizinan 

berusaha; b.) Pelaksanaan perizinan Berusaha; c.) 

Reformasi perizinan berusaha sektor; d.) Sistem OSS; e.) 

Lembaga OSS; f.) Pendanaan OSS; g.) Insentif atau 

disinsentif pelaksanaan perizinan Berusaha melalui OSS; 

h.) penyelesaian permasalahan dan hambatan perizinan 

Berusaha melalui OSS; dan i.) sanksi. 

Perizinan penting untuk ditegakkan di Indonesia, 

karena memiliki fungsi sebagai proses pemberian izin 

misalnya sebagai izin tempat usaha, bangunan dan juga 

kegiatan dari masyarakat sehingga tidak bertentangan dan 

terbentuknya ketertiban dalam lingkungan masyarakat ( 

Lestari dkk, 2024:2043).  

Program Online Single Submission (OSS) 

merupakan pelayanan secara online yang bergerak di 

bidang pelayanan perizinan. Program ini dapat 

memudahkan masyarakat dalam proses perizinan yang 

akan diajukan, sebelum adanya program Online Single 

Submission (OSS) seluruh layanan perizinan dilakukan 

secara manual yang memerlukan waktu yang cukup lama 

dalam mengajukan proses perizinan. Online Single 

Submission (OSS) adalah sistem perizinan berbasis 

teknologi informasi yang mengintegrasikan perizinan di 

daerah maupun pusat. Dalam rangka mempermudah 

kegiatan usaha di dalam negeri, dengan karakteristik 

yang berbentuk badan usaha maupun perorangan (usaha 

mikro kecil, menengah maupun besar).  

Salah satu indikator keberhasilan dalam sistem 

pemerintahan yang dilakukan oleh birokrasi adalah 

adanya kepuasan masyarakat atas pelayanan yang mereka 

dapatkan. Dalam Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 

2014 tentang penyelenggaraan pelayanan terpadu satu 

pintu mengemanatkan bahwa tujuan dari Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu adalah memberikan perlindungan dan 

kepastian hukum kepada masyarakat; memperpendek 

proses perizinan; mewujudkan pelayanan yang cepat, 

mudah, murah, pasti, transparan dan terjangkau serta 

mendekatkan dan memberikan pelayanan yang lebih luas 

ke masyarakat.  

Pelayanan Publik khususnya di bidang perizinan 

merupakan pemberian pelayanan kepada masyarakat dan 

pelaku usaha atas kebutuhannya secara kualitas dan 

kuantitas. Perizinan merupakan salah satu jenis pelayanan 

publik dalam bidang serta pemberian legalitas kepada 

seseorang atau pelaku usaha atas kegiatan tertentu baik 

dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha. Perizinan 

usaha ini juga merupakan salah satu instrument kebijakan 

pemerintah yang dapat melakukan pengendalian atas 

aktivitas ekonomi yang menyebabkan dampak pada pihak 

ketiga atau dikenal dengan kata eksternalitas, yang 

mungkin saja timbul disebabkan dengan adanya kegiatan 

sosial maupun ekonomi.  

Pemerintah Kota Surabaya berusaha 

mempermudah birokrasi perizinan investasi salah satunya 

adalah perizinan di bidang usaha, dengan disahkannya 

Peraturan Walikota Surabaya Nomor 52 Tahun 2023 

pada tanggal 5 Juni 2023. Dalam peraturannya pasal (1) 

sistem pelayanan perizinan yang dilakukan secara 

mandiri oleh pemohon, pasal (2) pelayanan mandiri yang 

dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan 

perangkat/fasilitas sendiri atau yang disediakan oleh 

Pemerintah Daerah pada unit pelayanan yang berada 

dibawah naungan DPMPTSP.  

Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu (DPMPTSP) merupakan salah satu OPD yang 

ada di Kota Surabaya yang bertugas untuk merumuskan 

dan melaksanakan kebijakan di bidang penanaman 

modal, perizinan dan non perizinan secara terpadu 

dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, 

simplifikasi, keamanan, kepastian dan transparasi. Dinas 

Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota 

Surabaya menangani berbagai surat izin berusaha yang 

penerapannya dengan sistem Perizinan Berusaha secara 
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elektronik menggunakan website Online Single 

Submissison (OSS).  

Dalam pelaksanaannya dapat diakses langsung 

oleh pelaku usaha melalui online (self service) atau bisa 

menggunakan layanan yang sudah di sediakan di 

DPMPTSP yaitu Klinik Investasi. Klinik Investasi 

merupakan Corner Konsultasi yang bertugas untuk 

membantu dan melayani para pelaku usaha yang 

mengalami kesulitan dan didampingi langsung oleh staff 

dalam proses pendaftaran OSS di Dinas Penanaman 

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya. 

Tanggungjawab serta peran DPMPTSP Kota Surabaya 

tetap berlaku sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta 

peraturan yang ada dalam meningkatkan kualitas 

pelayanannya.  

Proses penyederhanaan pengurusan izin oleh suatu 

badan usaha atau pelaku usaha merupakan pengertian 

Online Single Submission (OSS). Program yang biasa 

disebut Online Single Submission (OSS) ini dilaksanakan 

untuk mengefektifkan proses perizinan bagi pelaku 

usaha. OSS merupakan salah satu bentuk aplikasi yang 

memberikan kemudahan berinvestasi melalui penerapan 

sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik. 

Konsep yang digunakan dalam program OSS ini yaitu 

integrasi pelayanan perizinan antara pemerintah pusat 

dengan daerah secara online. 

Tujuan utama dalam program ini antara lain 

dengan mempermudah pelayanan perizinan sehingga 

dapat mempercepat dan meningkatkan penanaman modal 

dan berusaha di suatu daerah. Dengan adanya OSS 

diharapkan mampu memperbaiki permasalahan dalam 

pelayanan perizinan. Pada dasarnya konsep perizinan 

melalui sistem OSS adalah untuk memberikan 

kemudahan berusaha menggunakan satu portal nasional, 

satu identitas perizinan berusaha, dan satu format izin 

berusaha. Online Single Submission (OSS) adalah suatu 

sistem perizinan usaha yang dikeluarkan oleh Lembaga 

OSS di Kementerian Investasi/BKPM (Badan Koordinasi 

Penanaman Modal) atas nama menteri, pemimpin, 

gubernur, atau bupati/walikota. Sistem ini berbasis 

elektronik dan dapat digunakan untuk melakukan 

berbagai proses pendaftaran serta pengajuan izin lainnya 

yang tercakup dalam layanan legalitas usaha dengan 

alamat website (https://oss,go.id).  

 
Gambar 1. Tampilan Website Online Single 

Submission (OSS) 

Sumber: https://oss,go.id (2018) 

Pada sistem tersebut pelaku usaha harus mendaftar 

terlebih dahulu untuk bisa mengakses layanan OSS. 

Setelah mendapatkan hak akses pada OSS pelaku usaha 

harus mendapatkan NIB yaitu Nomor Induk Berusaha. 

Untuk mendapatkan NIB sudah ada pada menu OSS. 

Konsep perizinan yang dikembangkan di dalam OSS 

yaitu integrasi pelayanan perizinan antara pemerintah 

pusat dengan daerah secara online serta memberikan 

kemudahan berusaha dalam menggunakan satu portal 

nasional, satu identitas perizinan berusaha, dan satu 

format izin berusaha. Sistem ini juga dibuat dalam upaya 

untuk menyederhanakan perizinan dan menciptakan 

model pelayanan perizinan terintegrasi yang cepat, 

mudah dan modern. Namun sistem ini tidak selalu 

berjalan seperti yang diinginkan, dikarenakannya salah 

satu kendala seperti terjadinya error pada sistem OSS 

yang berasal dari pusat. Pernyataan yang disampaikan 

oleh Bapak Iqbal selaku pegawai / staff Konsultan di 

Klinik Investasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Surabaya Dalam 

wawancara (13 Maret 2024) yang dikemukakan: 

“Program OSS penting mbak untuk pelaku 

usaha. Karena untuk memulai bisnis harus 

memiliki izin usaha terlebuh dahulu dengan 

melakukan pengajuan perizinan berusaha 

melalui website OSS. beberapa kendala yang 

kami hadapi saat ini, mengenai aplikasi yang 

dibuat untuk menginput data seringkali terjadi 

error dan ada beberapa pelaku usaha layer 

menengah kebawah seperti UMK yang masih 

kurang paham dalam proses pendaftaran OSS. 

Contohnya pelaku usaha yang sudah berumur 

seringkali tidak mengerti bagaimana proses 

pada pendaftaran OSS (Online Single 

Submission)”.  

Dari uraian masalah tersebut maka peneliti tertarik 

untuk mengkaji lebih dalam terkait “Implementasi 

Kebijakan Pelayanan Perizinan Berbasis Online 

Single Submission (OSS) di Dinas Penanaman Modal 

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota 

Surabaya” 

 

METODE 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini 

menggunakan deskriptif dengan pendekatan kualitatif, 

yang merupakan metode untuk mengeksplorasi dan 

memahami makna oleh sejumlah individu/sekelompok 

orang dianggap berasal dari masalah sosial atau 

kemanusiaan (Creswell, 2014: 4). Penelitian deskriptif 

kualitatif digunakan untuk memaparkan rumusan 

masalah, dengan data yang digunakan berupa gambar dan 

bagan kalimat yang digunakan untuk menjelaskan 

permasalahan. Penelitian dilakukan di Dinas Penanaman 

https://oss,go.id/
https://oss,go.id/
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Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) 

Kota Surabaya, yang terletak pada Jl. Tunjungan No. 1-3, 

Genteng, Kec. Genteng Kota Surabaya, Jawa Timur.  

Fokus penelitian ini terdapat pada penerapan 

program Online Single Submission (OSS) secara 

elektronik pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Surabaya dengan 

menggunakan variabel teori implementasi dari George C 

Edward III yakni Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi 

dan Stuktur Birokrasi.  

Pengambilan data yang sesuai diperlukan sumber 

data yang jelas dan berhubungan langsung dengan 

penelitian yang diteliti. Dalam penelitian ini 

menggunakan sumber data primer dan sekunder. Adapun 

subjek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 

merupakan pihak yang terlibat dalam pelaksanaan 

program Online Single Submission (OSS), diantaranya 

yaitu: 

1. Ibu Ulviah selaku Ketua Tim Kerja Bidang 

Perizinan Beusaha 

2. Bapak Iqbal selaku pegawai/staff bagian konsultan 

Klinik Investasi 

3. Ibu Dinsa selaku pegawai/staff bagian Perizinan 

Berusaha 

4. Ibu Putri selaku Pelaku Usaha 

5. Bapak Ferdinan selaku Pelaku Usaha  

6. Bapak Kamto selaku Pelaku Usaha 

Setelah mengetahui beberapa ketentuan penelitian 

di atas, maka selanjutnya terdapat teknik pengumpulan 

data yang digunakan oleh peneliti menggunakan 

Wawancara, Observasi dan juga Dokumentasi. Teknik 

analisis yang digunakan dalam penelitian ini yakni 

pengumulan data, reduksi data, penyajian data, serta 

penarikan kesimpulan atau verifikasi data. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil 

Online Single Submission (OSS) sebagai sistem 

yang mempermudah para pelaku bisnis dalam melakukan 

pengurusan perizinan usahanya. Sebelum adanya Online 

Single Submssion (OSS), pemerintah membentuk 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) untuk pengurusan 

perizinan. Namun karena dirasa kurang, maka 

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Koordinator 

Bidang Perekonomian meresmikan Online Single 

Submission (OSS) sebagai sistem berintegrasi secara 

elektronik. 

Tujuan diimplementasikannya sistem OSS (Online 

Single Submission) diharapkan mampu memberikan 

manfaat kepada para pelaku usaha, dan mempermudah 

berbagai pengurusan perizinan. Perizinan berusaha 

adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha 

untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau 

kegiatannya, Penyelenggaraan Perizinan Berusaha 

meliputi sektor: a.)l  kelautanl  danl  perikanan;l  b.)l  

pertanian;l  c.)l  lingkunganl  hidupl  danl  kehutanan;l  d.)l  

perindustrian;l  e.)l  perdagangan;l  f.)l  transportasi;l  g.)l  

kesehatan,l  obatl  danl  makanan;l  h.)l  pariwisata;l  danl  i.)l  

ketenagakerjaan.l   

Sesuail  denganl  PPl  Nol  24l  Tahunl  2018,l  Pelakul  

Usahal  perseoranganl  yangl  telahl  mendapatkanl  aksesl  

dalaml  lamanl  OSS,l  melakukanl  Pendaftaranl  denganl  

mengisil  datal  sebagail  berikut:l  a.l  namal  danl  NIK;l  b.l  

alamatl  tempatl  tinggal;l  c.l  bidangl  usaha;l  d.l  lokasil  

penanamanl  modal;l  e.l  besaranl  rencanal  penanamanl  

modal;l  f.l  rencanal  penggunaanl  tenagal  kerja;l  g.l  nomorl  

kontakl  usahal  dan/l  ataul  kegiatan;l  h.l  rencanal  permintaanl  

fasilitasl  fiskal,l  kepabeanan,l  dan/l  ataul  fasilitasl  lainnya;l  

danl  i.l  NPWPl  Pelakul  Usahal  perseorangan. 

Untukl  pelakul  usahal  nonl  perseoranganl  yangl  telahl  

mendapatkanl  aksesl  dalaml  lamanl  OSS,l  melakukanl  

Pendaftaranl  denganl  mengisil  datal  palingl  sedikitl  sebagail  

berikut:l  a.l  namal  danl  ataul  nomorl  pengesahanl  aktal  

pendirianl  ataul  nomorl  pendaftaran;l  b.l  bidangl  usaha;l  c.l  

jenisl  penanamanl  modal;l  d.l  negaral  asall  penanamanl  

modal,l  dalaml  hall  terdapatl  penanamanl  modall  asing;l  e.l  

lokasil  penanamanl  modal;l  f.l  besaranl  rencanal  penanamanl  

modal;l  g.l  rencanal  penggunaanl  tenagal  kerja;l  h.l  nomorl  

kontakl  badanl  usaha;l  i.l  rencanal  permintaanl  fasilitasl  

perpajakan,l  kepabeanan,l  dan/l  ataul  fasilitasl  lainnya;l  j.l  

NPWPl  Pelakul  Usahal  nonl  perseorangan;l  danl  k.l  NIKl  

penanggungl  jawabl  usahal  dan/l  ataul  kegiatan. 

Dalaml  pelaksanaanl  Perizinanl  Berusahal  melaluil  

Onlinel  Singlel  Submissionl  (OSS)l  akanl  dikualifikasikanl  

sesuail  denganl  tingkatl  risikol  Perizinanl  tersebut.l  Terdapatl  

4l  jenisl  tingkatl  Risikol  padal  Onlinel  Singlel  Submissionl  

(OSS)l  yaknil  Risikol  Rendah,l  Risikol  Menengahl  Rendah,l  

Risikol  Menengahl  Tinggi,l  danl  Risikol  Tinggi.l   

Usahal  denganl  tingkatl  Risikol  rendah,l  Pelakul  

Usahal  cukupl  melakukanl  pendaftaranl  dil  Sisteml  OSSl  

RBAl  untukl  mendapatkanl  Nomorl  Indukl  Berusahal  (NIB),l  

kegiatanl  usahal  denganl  tingkatl  Risikol  menengahl  rendah,l  

jenisl  perizinanl  berusahanyal  adalahl  NIBl  danl  Sertifikatl  

Standar,l  Samal  sepertil  halnyal  kegitanl  usahal  tingkatl  

risikol  menengahl  rendah,l  usahal  tingkatl  risikol  menengahl  

tinggil  jenisl  perizinanl  berusahanyal  adalahl  NIBl  danl  

Sertifikatl  Standar,l  Kegitanl  usahal  denganl  tingkatl  risikol  

tinggil  jenisl  perizinanl  berusahanyal  adalahl  NIBl  danl  Izin.l  

Untukl  mengetahuil  tingkatl  risikol  padal  perizinanl  pelakul  

usahal  yangl  diajukanl  dapatl  dilihatl  dalaml  KBLIl  

(Klafikasil  Bukul  Lapanganl  Usahal  Indonesia)l  yangl  dapatl  

dilihatl  dalaml  webl  oss.go.id. 

Terbitnyal  Peraturanl  Pemerintahl  Nomorl  24l  Tahunl  

2018l  tentangl  Pelayananl  Perizinanl  Berusahal  Terintegrasil  

Secaral  Elektronikl  menandail  langkahl  significantl  baikl  

prosesl  danl  syaratl  untukl  mendirikanl  suatul  usahal  maupunl  
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mendapatkanl  izinl  usaha.l  Perizinanl  Berusahal  

Terintegrasil  Secaral  Elektronikl  ataul  Onlinel  Singlel  

Submissionl  (OSS)l  adalahl  perizinanl  berusahal  yangl  

diterbitkanl  olehl  Lembagal  OSSl  untukl  danl  atasl  namal  

menteri,l  pimpinanl  lembaga,l  gubernur,l  ataul  

bupati/walikotal  kepadal  pelakul  usahal  melaluil  sisteml  

elektronikl  terintegrasi.l  Onlinel  Singlel  Submissionl  (OSS)l  

berperanl  sebagail  percepatanl  danl  peningkatanl  

penanamanl  modall  danl  berusahal  sertal  mempermudahl  

pelakul  usaha,l  baikl  peroranganl  maupunl  nonl  perorangan.l  

Sesuail  denganl  pernyataanl  yangl  disampaikanl  olehl  Ibul  

Putril  selakul  pelakul  usahal  UMKl  penggunal  programl  

Onlinel  Singlel  Submissionl  (OSS),l  sebagail  berikutl  

pertanyaannya:l 

“Sayal  hanyal  taul  mendengarl  programl  OSSl  

(Onlinel  Singlel  Submission)l  inil  mbal  untukl  

mendapatkanl  sertifikasil  izin,l  tapil  tidakl  terlalul  

memahamil  bagaimanal  caral  prosedurnya.l  

Makanyal  sayal  datangl  kesinil  untukl  bertanyal  

samal  pegawail  disinil  bagaimanal  caral  untukl  

mendaftarl  OSSl  (Onlinel  Singlel  Submission).”l  

(Wawancaral  12l  Junil  2024) 
Dalaml  pelaksanaannyal  programl  Onlinel  Singlel  

Submissionl  (OSS)l  dapatl  memberikanl  kemudahanl  

kepadal  pelakul  usahal  yangl  inginl  melakukanl  prosesl  

perizinanl  berdasarkanl  tingkatl  resikonyal  untukl  

mendapatkanl  sertifikasil  perizinan.l  Olehl  karenal  itu,l  

Peraturanl  Pemerintahl  Nomorl  24l  Tahunl  2018l  menjadil  

landasanl  untukl  pelaksanaanl  pengurusanl  perizinanl  

kegiatanl  berusahal  yangl  membantul  prosesl  pengajuanl  

perizinan. 

Berdasarkanl  hasill  penelitianl  yangl  penelitil  

dapatkanl  untukl  mengetahuil  Implementasil  Kebijakanl  

Perizinanl  Berusahal  Berbasisl  Onlinel  Singlel  Submissionl  

dil  Dinasl  Penanamanl  Modall  danl  Pelayananl  Terpadul  

Satul  Pintul  Kotal  Surabaya,l  penelitil  menggunakanl  modell  

teoril  daril  Georgel  Cl  Edwardl  IIIl  yangl  meliputi:l  1)l  

Komunikasi,l  2)l  Sumberdaya,l  3)l  Disposisi,l  4)l  Strukturl  

Birokrasi.l  Adapunl  ulasanl  terkaitl  indikator-indikatorl  inil  

sebagail  berikut: 

1. Komunikasi 

Komunikasil  adalahl  sebuahl  prosesl  

penyampaianl  informasil  komunikatorl  kepadal  

komunikanl  (Georgel  Cl  Edwardl  III).l  Paral  perilakul  

kebijakanl  perlul  mempelajaril  tentangl  apal  yangl  

harusl  dipersiapkanl  untukl  menjalankanl  suatul  

kebijakanl  agarl  tujuanl  dapatl  terlaksanal  sesuail  

denganl  yangl  diharapkan.l  Komunikasil  diperlukanl  

agarl  tujuanl  kebijakanl  terealisasikanl  denganl  tepat,l  

akuratl  sertal  konsistenl  dalaml  melaksanakanl  

kebijakanl  yangl  akanl  diberikanl  kepadal  masyarakat.l  

Georgel  Cl  Edwardl  IIIl  mengemukakanl  tigal  hall  yangl  

dapatl  mengukurl  keberhasilanl  Komunikasi,l  antaral  

lain: 

a. Transmisi 

Sebuahl  penyaluran/penyampaianl  

Informasil  yangl  diberikanl  kepadal  kelompokl  

sasaranl  danl  pihakl  yangl  terkaitl  baikl  secaral  

langsungl  maupunl  tidakl  langsungl  (Online).l  

Berdasarkanl  perolehanl  datal  melaluil  observasil  

danl  wawancara,l  informasil  tersebutl  sesuail  

denganl  pernyataanl  daril  Ibul  Ulviahl  selakul  

Ketual  Timl  Kerjal  Bidangl  Perizinanl  Berusahal  

(OSS),l  yangl  menyatakanl  bahwa : 

“untukl  penyampaianl  informasil  kepadal  

pelakul  usahal  biasanyal  kamil  melakukanl  

sosialisasil  mba.l  Sepertil  menggelaril  

sosialisasil  denganl  mendatangil  beberapal  

kelurahanl  yangl  adal  dil  Kotal  Surabayal  

jugal  mengadakanl  Bimbinganl  Teknisl  

terkaitl  perizinanl  berusaha.l  Yangl  terlibatl  

dalaml  prosesl  sosialisasil  inil  tentul  sajal  

masyarakatl  setempat/pelakul  usaha,l  

pemangkul  kepentinganl  yangl  ikutl  

berkolaborasi,l  jugal  perwakilanl  daril  

pegawai/staffl  bagianl  konsultanl  yangl  ikutl  

sertal  untukl  memberikanl  informasi-

informasil  mengenail  Programl  Onlinel  

Singlel  Submissionl  (OSS)l  misalnya;l  apal  

itul  OSS,l  bagaimanal  caral  daftarl  OSS,l  

Pembuatanl  NIB,l  dsb.”l  (Wawancara,l  23l  

Novemberl  2023) 

 
Gambar 2. Sosialisasil  Perizinanl  dil  

Kelurahanl  Osowilangun 

Sumber:l  Instagraml  DPMPTSPl  Kotal  

Surabaya,l  2024 

. 

Denganl  adanyal  sosialisasi,l  bimbinganl  

teknisl  yangl  dilakukanl  olehl  pegawail  bidangl  

Pelayananl  Terpadul  Satul  Pintul  padal  Dinasl  

Penanamanl  Modall  danl  Pelayananl  Terpadul  Satul  

Pintul  (DPMPTSP)l  Kotal  Surabayal  bertujuanl  

untukl  memberil  paparanl  tentangl  apal  itul  Onlinel  

Singlel  Submissionl  (OSS),l  sistematikanyal  danl  

bagaimanal  caral  menggunakannyal  sehinggal  

paral  pelakul  usahal  dapatl  memahaminya. 

b. Kejelasan 

Agarl  merekal  mengetahuil  apa 

dimaksudkanl  danl  mengetahuil  apal  sajal  yangl  

perlul  dipersiapkanl  untukl  kebijakanl  tersebutl  

agarl  lebihl  efektifl  danl  efisien.l  Berikutl  hasill  
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wawancaral  denganl  Bapakl  Iqball  selakul  

staff/pegawail  bagianl  Konsultan,l  menyatakanl  

bahwa: 

“kamil  melakukanl  sosialisasil  sertal  

pendampinganl  rutinl  mbal  denganl  

kelompokl  masyarakat/pelakul  usahal  dil  

Kotal  Surabaya.l  Alhamdulillahl  

pelaksanaannyal  berjalanl  denganl  baik.l  

Tetapi,l  adal  sajal  kendalal  yangl  kamil  

rasakanl  selamal  pendampinganl  yaknil  

kepadal  kelompokl  pelakul  usahal  yangl  

cukupl  berumur.l  Karenal  kuangnyal  

pengetahuanl  danl  kurangnyal  pemahamanl  

padal  teknologi”l  (Wawancara,l  12l  Junil  

2024). 

 
Gambarl  3. Pendampinganl  kepadal   

kelompokl  masyarakat 

Sumber:l  Instagraml  DPMPTSPl  Kotal  

Surabaya,l  2024 

 

Berdasarkanl  pendapatl  diatas,l  

menunjukkanl  bahwal  tidakl  semual  pelakul  usahal  

menerimal  informasil  denganl  jelas.l  Dikarenakanl  

pelakul  usahal  kurangl  memahamil  Prosedurl  daril  

Onlinel  Singlel  Submissionl  (OSS).l  Sehinggal  

menimbulkanl  pelayananl  yangl  kurangl  optimall  

kepadal  kelompokl  sasaran. 

c. Konsistensi 

Perintahl  yangl  diberikanl  dalaml  

pelaksanaanl  suatul  komunikasil  harusl  konsistenl  

danl  jelasl  untukl  ditetapkanl  ataul  dijalankanl  

(Georgel  Cl  Edwardl  III).l  Informasil  yangl  

diberikanl  harusl  konsistenl  agarl  tidakl  terjadil  

suatul  permasalahanl  yangl  tidakl  diinginkan.l  

Apabilal  perintah/tugasl  yangl  diberikanl  seringl  

berubah-ubahl  sertal  tidakl  konsisten,l  makal  

menimbulkanl  kebingunganl  bagil  pelaksanal  yangl  

menjalankan. 

Disampaikanl  olehl  Ibul  Ulviahl  selakul  

Ketual  Timl  Kerjal  Bidangl  Perizinanl  Berusahal  

bahwa: 

“untukl  SOPl  yangl  berjalanl  selamal  inil  

masihl  konsistenl  yal  mba.l  Beluml  adal  

perubahanl  mengenail  peraturanl  SOPl  

pelayananl  padal  perizinanl  berusaha.l  

Sebeluml  adanyal  perubahan,l  kamil  pastil  

mengadakanl  rapatl  terlebihl  dahulu.”l  

(Wawancaral  23l  Novemberl  2023), 

 
Gambar 4. Alurl  Pelayananl  Konsultasil  

Pelayananl  Perizinan 

Sumber:l  websitel  DPMPTSPl  Kotal  Surabaya,l  

2024 

 

Disampaikanl  olehl  Bapakl  Iqball  selakul  

staff/pegawai bagian Konsultan,l  sebagail  berikut: 

“Kamil  melakukanl  pelayananl  itul  setiapl  

haril  kecualil  haril  minggul  mba,l  mulail  daril  

haril  Senin-Kamisl  jaml  (07.30-15.00),l  haril  

Jumatl  jaml  (07.30-14.00),l  danl  haril  Sabtul  

jaml  (09.00-12.00)”l  (Wawancaral  12l  Juni,l  

2024) 

Pihakl  Dinasl  Penanamanl  Modall  danl  

Pelayananl  Terpadul  (DPMPTSP)l  Kotal  Surabayal  

dalaml  memberikanl  informasil  cukupl  konsisten.l  

Secaral  umum,l  dalaml  hall  inil  konsistensil  sudahl  

ditetapkanl  melaluil  persetujuanl  bersamal  danl  

telahl  dijalankanl  olehl  pelaksanal  kebijakanl  

denganl  semestinya. 

 

2. Sumber Daya 

Sumberl  dayal  adalahl  hall  yangl  sangatl  

pentingl  danl  perlul  untukl  terusl  diperhatiakn.l  Dalaml  

mengimplementasikannyal  suatul  kebijakan,l  terdapatl  

Indikator-indikatorl  dalaml  sumberl  dayal  inil  yangl  

mencakupl  sumberl  dayal  manusia,l  anggaran,l  

informasil  danl  fasilitasl  yangl  dijelaskanl  sebagail  

berikut: 

a. Sumber Daya Manusia 

Implementasil  kebijakanl  tidakl  akanl  

berhasill  tanpal  dukunganl  yangl  memadail  daril  

segil  kuantitasl  maupunl  kualitasl  sumberl  dayal  

manusia.l  Kualitasl  sumberl  dayal  manusial  (SDM)l  

ditentukanl  olehl  keterampilan,l  dedikasi,l  

profesionalisme,l  danl  keahlianl  dil  bidangl  

tertentu.l  sementaral  kualitasl  berkaitanl  denganl  

jumlahl  sumberl  dayal  manusial  (SDM)l  yangl  

diperlukanl  untukl  menjangkaul  semual  kelompokl  

yangl  menjadil  target.l  Sumberl  dayal  manusial  
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(SDM)l  memilikil  perananl  yangl  sangatl  pentingl  

dalaml  pelaksanaan/implementasil  suatul  

kebijakan,l  karenal  tanpal  adanyal  tenagal  kerjal  

yangl  kompeten,l  prosesl  implementasil  kebijakanl  

akanl  berjalanl  denganl  tidakl  efisien.l  Berikutl  

hasill  wawancaral  denganl  Ibul  Ulviahl  selakul  

Ketual  Timl  Kerjal  Bidangl  Perizinanl  Berusahal  

bahwa: 

“Perizinanl  Berusahal  OSSl  inil  masukl  

dalaml  bidangl  koordinatorl  Pelayananl  

Terpadul  Satul  Pintul  mba.l  Dimanal  adal  

dual  Subl  Bagianl  dalaml  bidangl  ini.l  

Pegawail  yangl  terlibatl  dibidangl  kami,l  

sayal  rasal  sudahl  cukupl  yal  mbal  adal  13l  

orangl  SDM.”l  (Wawancara,l  23l  

Novemberl  2023). 

Disampaikanl  olehl  Ibul  Dindal  selakul  

pegawail  dalaml  Subl  Bidangl  Perizinanl  berusahal  

bahwa: 

“Menurutl  hasill  rapatl  evaluasi,l  sayal  lihatl  

sudahl  cukupl  baikl  yal  mbal  karenal  

antusiasl  pegawail  dalaml  mempelajaril  danl  

memahamil  tentangl  OSS.l  Dilihatl  daril  

kualifikasil  pendidikanl  sertal  

kemampuannyal  jugal  yangl  mudahl  

memahamil  mengenail  tugasnya,l  jadi,l  

dapatl  membantul  pelayananl  yangl  baikl  kel  

masyarakat.”l  (Wawancara,l  23l  Novemberl  

2023) 

Hall  senadal  disampaikanl  olehl  Bapakl  

Iqball  selakul  Konsultanl  dil  Klinikl  Investasi,l  

bahwa: 

“menurutl  sayal  kemampuanl  pegawai/staffl  

sudahl  sangatl  baikl  yal  mbal  dalaml  

menjalankanl  tugasnyal  masing-masing.l  

Alhasill  kemarinl  tanggall  2l  Mayl  kamil  

mendapatkanl  penghargaanl  lohl  mbal  

mengenail  Pelayananl  Publik.”l  

(Wawancara,l  12l  Junil  2024). 

 
Gambar 6. Penghargaan Pelayanan Publik 

Di DPMPTSP Surabaya 

Sumber:l  Instagraml  DPMPTSP Surabaya,l  2024 

 

Daril  hasill  wawancaral  yangl  penulisl  

dapatkan,l  diketahuil  bahwal  kualitasl  danl  

kuantitasl  Sumberl  Dayal  Manusial  (SDM)l  padal  

Dinasl  Penanamanl  Modall  danl  Pelayananl  

Terpadul  Satul  Pintul  (DPMPTSP)l  Kotal  

Surabayal  sudahl  terpenuhl  danl  cukupl  baikl  dalaml  

menjalankanl  tugasnya.l  Dalaml  pelaksanaannya,l  

seluruhl  jajaranl  detiapl  bidangl  harusl  memilikil  

persiapanl  danl  pengetahuanl  yangl  lengkap,l  mulail  

daril  persiapanl  kualifikasi,l  keterampilanl  sertal  

pemahamanl  danl  modell  berpikir. 

b. Informasi 

Informasil  adalahl  elemenl  krusiall  dalaml  

pelaksanaanl  kebijakan,l  khususnyal  informasil  

yangl  berhubunganl  danl  bersifatl  relevanl  

terhadapl  penerapanl  kebijakanl  tersebut.l  

Bagaimanal  paral  pegawail  melaksanakanl  

kebijakanl  denganl  tepatl  sertal  memilikil  

informasil  terkaitl  programl  yangl  dijalankanl  

harusl  optimal.l  Berikutl  hasill  wawancaral  denganl  

Ibul  Ulviahl  selakul  Timl  Ketual  Bidangl  Perizinanl  

Berusaha: 

“untukl  menghasilkanl  pelayananl  yangl  

baik,l  kamil  mengadakanl  seringl  

megadakanl  Rapatl  Koordinasi,l  maupunl  

melakukanl  sosialisasil  terkaitl  peraturanl  

yangl  terkaitl  mba,l  agarl  pelayananl  yangl  

diberikanl  sesuail  denganl  kebijakanl  yangl  

telahl  ditentukan.”l  (Wawancaral  23l  

Novemberl  2023). 

 
Gambar 7. Sosialisasil  Peraturanl  Walikotal  

Nol  52l  Tahunl  2023l  tentangl  Perizinanl  

Berusahal  dil  DPMPTSPl  Kotal  Surabaya 

Sumber:l  Instagraml  DPMPTSPl  Surabaya,l  

2024 

 

Hall  senadal  sepertil  yangl  dipaparkanl  olehl  

Bul  Dindal  selakul  pegawai/staffl  bagianl  perizinanl  

berusaha: 

“untukl  memberikanl  informasil  yangl  

optimal,l  kamil  lakukanl  sosialisasil  lagil  

mbal  terkaitl  Perizinanl  Berusaha.l  

Misalnyal  kemarinl  kamil  adakanl  

sosialisasil  onlinel  tentangl  persyaratanl  

perizinanl  berusahal  terkaitl  persetujuanl  

lingkungan.”l  (Wawancaral  23l  Novemberl  

2023) 

Daril  hasill  wawancaral  diatasl  dapatl  

disimpulkanl  bahwal  informasil  terkaitl  padal  

Implementasil  Kebijakanl  Perizinanl  Berusaha,l  

sudahl  berjalanl  denganl  baik. 
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c. Anggaran 

Dalaml  implementasil  kebijakan,l  

anngaranl  berkaitanl  denganl  kecukupanl  modall  

ataul  investasil  suatul  program,l  untukl  menjaminl  

terlaksananyal  suatul  kebijakan.l  Sebab,l  tanpal  

adanyal  dukunganl  anggaranl  yangl  memadai,l  

kebijakanl  tidakl  akanl  berjalanl  denganl  efektifl  

dalaml  mencapail  tujuanl  yangl  inginl  dicapai.l  

Berikutl  hasill  wawancaral  denganl  Ibul  Ulviahl  

selakul  Ketual  Timl  Kerjal  Bidangl  Perizinan: 

“untukl  perolehanl  danal  semual  kamil  

dapatkanl  daril  pusatl  yal  mba,l  untukl  

menjalankanl  programl  kerjal  yangl  sudahl  

ditetapkan.”l  (wawancaral  23l  Novemberl  

2023) 

Disampaikanl  olehl  Ibul  Dindal  selakul  staffl  

Bagianl  Perizinanl  Berusaha,l  bahwa: 

“anggaranl  yangl  didapatkanl  untukl  

programl  OSSl  inil  daril  APBNl  yal  mba.l  

Penggunaanl  anggaranl  digunakanl  untukl  

biayal  pendukungl  programl  inil  misalnyal  

untukl  saranal  danl  prasarana,l  untukl  

pelayananl  sosialsisasi.l  Penyaluranl  inil  gal  

langsungl  diberikanl  secaral  langsungl  yal  

mbal  tapil  bertahap”l  (Wawancara,l  23l  

Novemberl  2023) 

Dapatl  disimpulkanl  bahwal  danal  yangl  

didapatkanl  untukl  anggaranl  pelaksanaanl  

programl  sudahl  berjalanl  denganl  baik,l  denganl  

terealisasikannyal  anggaranl  mencapail  99,16%.l  

Jikal  diperhatikanl  daril  nilail  anggaranl  tersebut,l  

angkal  yangl  ditunjukkanl  sudahl  menunjukkanl  

kestabilanl  yangl  memadail  danl  cukupl  positif.l  

Denganl  demikian,l  diharapkanl  dapatl  

mendukungl  tercapaiyal  sasaranl  yangl  telahl  

ditentukanl  dalaml  program-porgraml  yangl  akanl  

dirancang. 

d. Fasilitas 

Fasilitasl  ataul  saranal  prasaranal  

merupakanl  salahl  satul  faktorl  yangl  berpengaruhl  

dalaml  implementasil  kebijakan.l  Pengadaanl  

fasilitasl  yangl  layak,l  sepertil  gedung,l  tanahl  danl  

peralatanl  perkantoranl  akanl  menunjangl  dalaml  

keberhasilanl  implementasil  suatul  programl  ataul  

kebijakan.l  Gunal  menunjangl  hall  tersebut,l  makal  

fasilitasl  yangl  diperolehl  pihakl  terkaitl  diberikanl  

sesuail  kebutuhanl  Berikutl  hasill  wawancaral  

denganl  Ibul  Ulviahl  selakul  Ketual  Timl  Kerjal  

Bidangl  Perizinanl  Berusahal  (OSS): 

“untukl  fasilitasl  yangl  didapatl  tentul  sajal  

sudahl  cukupl  memadail  yal  mbal  sepertil  

komputer,l  printer,l  ruangl  kerja,l  sertal  

peralatanl  pendukungl  lainnya.l  Kalaul  

untukl  pelakul  usahal  kamil  sediakanl  Klinikl  

Investasil  mba,l  tempatl  Pelayananl  

konsultasil  untukl  paral  pelakul  usaha.l  

Disitul  pelakul  usahal  kamil  pastikanl  akanl  

merasal  nyamanl  danl  santail  yal  mbak,l  

karenal  selainl  tempatnyal  yangl  sangatl  

nyamanl  kamil  jugal  menyediakanl  wifil  

gratisl  danl  minumanl  gratis.”l  (Wawancaral  

23l  Novemberl  2023) 

Disampaikanl  olehl  Bapakl  Iqball  selakul  

pegawai/staffl  bagianl  konsultanl  mengatakanl  

bahwa: 

“kalaul  fasilitasl  dil  Klinikl  Invesatsil  inil  

menurutl  sayal  sudahl  cukupl  sihl  mba,l  

sudahl  disediakanl  komputer,l  ruangl  konsull  

yangl  nyamanl  kayal  gini,l  disediakanl  

minuman,l  wifi,l  dijaminl  pelakul  usahal  

betahl  mbal  disini.”l  (Wawancaral  12l  Juni). 

 
Gambarl  8. Ruangl  Pelayananl  Konsultasi 

Klinikl  Investasi 

Sumber:l  Dokumentasil  Peneliti,l 2024 

 

Disampaikanl  olehl  Ibul  Ulviahl  selakul  

Ketual  Tim,l  Perizinanl  Berusahal  bahwa: 

“selamal  fasilitasil  programl  Onlinel  Singlel  

Submissionl  (OSS)l  inil  berjalanl  masalahl  

yangl  seringl  kamil  temuil  dil  serverl  mba,l  

kayakl  serverl  yangl  seringl  downl  ataul  

errorl  saatl  pelakul  sedangl  melakukanl  

pengisianl  data,l  danl  seringl  terjadil  

maintenance/perbaikanl  sisteml  yangl  

berasall  daril  pusat.l  Makanyal  kamil  harapl  

pihakl  pusatl  dapatl  memperbaikil  masalahl  

tersebutl  denganl  lebihl  dalaml  lagi.”l  

(Wawancara,l  23l  Novemberl  2023). 

 
Gambarl  9. Tampilanl  Serverl  OSSl  Error 

Sumber:l  Youtubel  OSS,l  2024 

 

Hasill  wawancaral  yangl  didapatkanl  olehl  

penulisl  bahwal  denganl  disediakannyal  

disediakannyal  fasilitasil  pelayanan,l  saranal  sertal  

prasaranal  diharapkanl  dapatl  memudahkanl  

layananl  implementasil  kebijakanl  berjalanl  

denganl  baik.l  Karenal  fasilitasl  merupakanl  faktorl  
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pentingl  dalaml  suatul  keberhasilanl  implementasil  

kebijakan 

 

3. Disposisi 

Dalaml  Implementasil  Kebijakanl  Perizinanl  

Berusahal  Berbasisl  Onlinel  Singlel  Submissionl  

(OSS)l  salahl  satul  hall  yangl  berpengaruhl  adalahl  

Disposisi/pelaksana/implementor.l  Disposisil  dapatl  

diartikanl  sebagail  suatul  kecenderungan,l  motivasi,l  

ataul  kesepakatanl  daril  paral  pelaksanal  dalaml  

melaksanakanl  sutaul  keijakan.l  Jikal  paral  pelaksanal  

mempunyail  sifatl  yangl  ideall  terhadapl  suatul  

kebijakanl  tertentu,l  hall  tersebutl  dapatl  memberikanl  

sebuahl  dukunganl  yangl  besarl  sehinggal  merekal  

akanl  melaksanakanl  kebijakanl  tersebutl  sesuail  

denganl  pembuatl  kebijakan.l  Sebaliknya,l  ketikal  

tindakanl  danl  caral  pandangl  pelaksanal  kebijakanl  

berbedal  denganl  pengambill  keputusanl  makal  prosesl  

penerapanl  kebijakanl  menjadil  lebihl  sulit.l  

Bersadarkanl  yangl  disampaikanl  olehl  Ibul  Dindal  

selakul  Pegawai/staffl  Timl  Kerjal  Perizinanl  

Berusaha: 

“Dalaml  pelaksanaanl  kebijakanl  semual  pihakl  

sudahl  terlibatl  yal  mba,l  mulail  daril  kepalal  

dinasl  sampail  pegawai/staff.l  Dukunganl  yangl  

diberikanl  daril  Dinasl  sudahl  pastil  ada.l  Salahl  

satunyal  memfasilitasil  semual  kegiatanl  rapatl  

rutinl  kital  setiapl  minggu.”l  (Wawancara,l  23l  

Novemverl  2023) 

Disampaikanl  jugal  olehl  Ibul  Ulviahl  selakul  

Ketual  Timl  Kerjal  Perizinanl  Berusahal  bahwa: 

“kalaul  untukl  dukunganl  pastil  yal  mba,l  

denganl  adanyal  sisteml  inil  dapatl  meringankanl  

pelakul  usahal  dalaml  prosesl  perzinan.l  Kamil  

seringl  melakukanl  Rapatl  koordinasi,l  sertal  memberil  

dukunganl  antarl  sesamal  staff.l  Untukl  

menjalanil  programl  denganl  sebaikl  mungkin,l  

agarl  selalul  bisal  bekerjal  sesuail  denganl  SOPl  

yangl  berjalan.”l  (Wawancaral  23l  Novemberl  

2023.) 

Capaianl  kinerjal  padal  tahunl  2023l  denganl  

indikatorl  nilail  Sisteml  Akuntabilitasl  Kinerjal  

Instansil  Pemerintahl  daril  targetl  86,05l  yangl  

ditetapkanl  terealisasikanl  menjadil  96,65.l  Sehinggal  

persentasel  capaianl  kinerjal  sebesarl  111,16%l  makal  

dapatl  disimpulkanl  bahwal  realisasil  yangl  diberikanl  

cukupl  besar. 

 

 

 
Gambarl  10. Rapatl  Koordinasil  Terkaitl  Programl  

Kerja 

Sumber:l  Instagraml  DPMPTSPl  Surabaya,l  2024 

 

4. Struktur Birokrasi 

Stukturl  Birokrasil  merupakanl  suatul  variablel  

yangl  pentingl  dalaml  suatul  implementasil  kebijakan.l  

Strukturl  organisasil  mempunyail  pengaruhl  yangl  

pentingl  terhadapl  implementasil  kebijakan.l  Birokrasil  

merupakanl  salahl  satul  lembagal  yangl  palingl  efektifl  

bahkanl  secaral  keseluruhanl  dalaml  pelaksanaanl  

suatul  kebijakan.l  Birokrasil  baikl  secaral  sadarl  ataul  tidakl  

sadarl  memilikil  bentuk-bentukl  oragnisasil  untukl  

kesepakatanl  kolektif,l  dalaml  rangkal  memecahkanl  

masalah-masalahl  dalaml  kehidupan.l  Aspekl  daril  

strukturl  birokrasil  terdiril  daril  dual  elemen,l  yaitul  

mekanismel  danl  susunanl  birokrasil  itul  sendiri.l  

Aspekl  pertamal  berkaitanl  denganl  mekanisme,l  

dimanal  dalaml  pelaksanaanl  kebijakan,l  biasanyal  

dibuatlahl  prosedurl  operasil  standarl  (SOP).l  Elemenl  

kedual  adalahl  organisasil  birokrasi,l  susunanl  

birokrasil  yangl  terlalul  berbelit-belitl  akanl  cenderungl  

mengurangil  kemampuanl  pengawasan,l  sehinggal  

mengakibatkanl  prosesl  administrasil  menjadil  

kompleksl  danl  kegiatanl  organisasil  menjadil  kurangl  

fleksibel. 

a. Standarl  Operationall  Procedurel  (SOP) 

Padal  dasarnyal  paral  pelaksanal  kebijakanl  

mungkinl  mengetahuil  apal  yangl  dilakukanl  danl  

mempunyail  cukupl  keinginanl  sertal  sumber-

sumberl  untukl  melakukannya.l  Dalaml  strukturl  

birokrasil  pastil  dil  dalamnyal  adal  Standartl  

Operatingl  Proceduresl  (SOP).l  Menurutl  Ibul  

Ulviahl  selakul  Ketual  Timl  Kerjal  Perizinanl  

Beusaha: 

“Untukl  SOPl  kamil  sudahl  melakukanl  

tugasl  sesuail  denganl  standarl  prosedurnyal  

mba,l  salahl  satunyal  yal  itul  bagaimanal  

teknisl  rangkaianl  programl  OSS.l  Yangl  

secaral  garisl  berasl  melaluil  persiapan,l  

perencanaanl  pelaksanaanl  danl  adal  hasill  

evaluasi.”l  (wawancara,l  23l  Novemberl  

2023). 
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Gambarl  11. SOPl  Prosesl  Perizinan 

Berusahal  OSS 

Sumber:l  websitel  DPMPTSP Surabaya, 2024 

 

b. Fragmentasi 

Fragmentasil  merupakanl  suatul  

pembagianl  tanggungjawabl  mengenail  kegiatanl  

ataul  aktivitasl  pegawail  diantaral  beberapal  unitl  kerja.l  

Berikutl  hasill  wawancaral  denganl  Ibul  Ulviahl  

selakul  Ketual  Timl  Kerjal  Perizinanl  Berusaha: 

“Koordinasil  yangl  selamal  inil  terlaksanal  

sudahl  cukupl  baikl  yal  mba,l  mulail  daril  

pelaksanaanl  Rapatl  terkaitl  programl  kerjal  

yangl  meliputil  prosesl  danl  regulasil  denganl  

berbagail  izinl  dalaml  peningkatanl  

pelayanan,l  Rapatl  Monitoringl  dalaml  

meningkatkanl  kinerjal  melaluil  koordinasil  

antarl  pegawai,l  dsb”l  (wawancara,l  23l  

Novemberl  2023). 

 
Gambarl  12. Kegiatanl  Rapatl  Monitoringl  

danl  Evaluasi 

Sumber:l  Dokumentasi,l  2024 

 

Disampaikanl  jugal  olehl  Ibul  Ulviah,l  

dalaml  wawancaranya: 

“Dalaml  pelayananl  Perizinanl  Onlinel  

Singlel  Submissionl  (OSS)l  inil  masukl  

dalaml  Bidangl  Pelayananl  Terpadul  Satul  

Pintul  mbal  dimanal  bertanggungl  jawabl  

dalaml  3l  tugasl  yaitul  pelaksanaanl  

penyusunanl  kebijakanl  pelayananl  

perizinanl  berusaha,l  pelaksanaanl  

sosialisasil  kebijakanl  teknisl  perizinanl  

berusaha,l  pelaksanaanl  fasilitasi,l  

bimbingan,l  jugal  konsultasil  pelayananl  

perizinanl  berusaha”l  (Wawancara,l  23l  

Novemberl  2023) 

Daril  penjelasanl  diatasl  menunjukkanl  

bahwal  implementasil  kebijakanl  sudahl  sesuail  

denganl  peran,l  fungsil  danl  koordinasil  antarl  

pihakl  yangl  terkait.l  Pembagianl  peranl  

dimaksudkanl  untukl  memudahkanl  implementasil  

kebijakanl  denganl  masing-masingl  aparatl  

penegakl  kebijakanl  yangl  mempunyail  tugasl  danl  

tanggungl  jawabl  yangl  berbeda.l  Perlul  adanyal  

koordinasil  antarl  pihakl  yangl  bertanggungl  jawabl  

dalaml  melaksanakanl  suatul  kebijakan. 

 

Pembahasan 

Denganl  disahkannyal  PPl  24l  tahunl  2018l  tentangl  

Pelayananl  Perizinanl  Berusahal  Terintegrasil  Secaral  

Elektronikl  ataul  Onlinel  Singlel  Submissionl  (OSS),l  

menghasilkanl  banyakl  perubahanl  yangl  signifikanl  baikl  

prosesl  danl  syaratl  untukl  mendirikanl  perusahaanl  maupunl  

untukl  mendapatkanl  izinl  usaha.l  Pemerintahl  Indonesial  

melaluil  Kementerianl  Koordinatorl  bidangl  Perekonomianl  

meresmikanl  Onlinel  Singlel  Submissionl  (OSS)l  sebagail  

sisteml  yangl  mempermudahl  paral  pelakul  bisnisl  dalaml  

melakukanl  pengurusanl  perizinanl  usahanyal  yangl  

disambutl  baikl  olehl  kalanganl  professionall  danl  pelakul  

usaha.l  Programl  OSSl  merupakanl  sisteml  Perizinanl  

Berusahal  Terintegrasil  Secaral  Elektronikl  ataul  Onlinel  

Singlel  Submissionl  (OSS),l  Perizinanl  Berusahal  yangl  

diterbitkanl  untukl  danl  atasl  namal  Menteri,l  pimpinanl  

lembaga,l  Gubernur,l  ataul  Bupati/Walikotal  kepadal  pelakul  

bisnisl  melaluil  sisteml  elektronikl  yangl  terintegrasi.l  

Sisteml  Onlinel  Singlel  Submissionl  merupakanl  salahl  satul  

dukunganl  dalaml  pengembanganl  infrastrukturl  Sisteml  

Pemerintahanl  Berbasisl  Elektronikl  (SPBE)l  yangl  terpadul  

secaral  nasionall  agarl  tercapainyal  goodl  governance.l  

Untukl  mengetahuil  danl  mengulasl  lebihl  dalaml  mengenail  

capaianl  Indikatorl  Implementasil  Pelayananl  Perizinanl  

Berusahal  berbasisl  Onlinel  Singlel  Submissionl  (OSS),l  

penelitil  menggunakanl  teoril  implementasil  yangl  

dikemukakanl  olehl  Edwardl  Cl  Georgel  III.l  Berikutl  

pembahasanl  terkaitl  hasill  penelitianl  yangl  ditulisl  olehl  

penelitil  sebagail  berikut: 

1. Komunikasi 

Menurutl  pendapatl  Edwardl  IIIl  adal  3l  pointl  

pentingl  dalaml  komunikasil  yaitul  transmisil  

(penyampaian),l  kejelasan,l  danl  konsistensi.l  

Transmisi,l  sebuahl  perpindahanl  informasil  daril  

komunikatorl  kepadal  komunikan.l  Kejelasanl  

menyangkutl  seberapal  jelasl  informasil  tersebutl  

dapatl  diterimal  olehl  komunikan,l  sedangkanl  

konsistensil  adalahl  ketetapanl  sebuahl  infromasil  

yangl  tidakl  berubah-ubah.l   

Penelitil  akanl  mendeskripsikannyal  denganl  

menggunakanl  3l  indikatorl  diantaranyal  adalahl  

transmisi,l  kejelasanl  danl  konsistensi.l  Pembahasanl  

unsur-unsurl  komunikasil  tersebutl  adalahl  sebagail  

berikut: 
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a. Transmisi 

Penyaluranl  informasil  tentangl  Onlinel  

Singlel  Submissionl  (OSS),l  danl  jugal  bagaimanal  

Prosedurl  Programl  OSSl  (Onlinel  Singlel  

Submission).l  Dalaml  penelitianl  ini,l  

penyampaianl  informasi/penyaluranl  pesanl  dapatl  

dilakukanl  denganl  beberapal  cara,l  diantaranyal  

denganl  melakukanl  bimbinganl  teknis,l  

pembinaanl  sertal  sosialisasil  yangl  dibersamail  

denganl  pendampingan.l  Kegiatanl  sosialisasil  inil  

dilakukanl  denganl  mendatangil  langsungl  

beberapal  kelurahanl  yangl  adal  dil  Surabaya,l  yangl  

setiapl  minggunyal  dilaksanakanl  sebanyakl  3l  kalil  

yaitul  haril  selasa,l  rabul  danl  kamis.l  Selainl  

dilakukanl  secaral  langsung,l  penyampaianl  

informasil  mengenail  pelayananl  perizinanl  

berusahal  jugal  dapatl  memberikanl  layananl  

secaral  online. 

Berdasarkanl  hasill  penelitianl  yangl  

dilakukanl  olehl  penelitu,l  bahwal  transmisil  

informasil  mengenail  Implementasil  Kebijakanl  

Perizinanl  Berusahal  Berbasisl  Onlinel  Singlel  

Susbmissionl  (OSS)l  inil  disampaikanl  olehl  pihakl  

Dinasl  Penanamanl  Modall  danl  Pelayananl  

Terpadul  (DPMPTSP)l  melaluil  bidangl  

koordinatorl  Perizinanl  Berusahal  yangl  bekerjal  

samal  denganl  pemangkul  kepentinganl  denganl  

memberikanl  sosialisasil  kepadal  

masyarakat/pelakul  usaha.l  Penyaluranl  informasil  

tentangl  Onlinel  Singlel  Submissionl  (OSS),l  danl  

jugal  bagaimanal  Prosedurl  Programl  OSSl  (Onlinel  

Singlel  Submission). 

b. Kejelasan 

Kejelasanl  informasil  mengenail  Sisteml  

Onlinel  Singlel  Submissionl  (OSS)l  sudahl  cukupl  

jelasl  danl  mudahl  dipahamil  olehl  pegawai/staff.l  

Namunl  dalaml  pelaksanaannyal  terdapatl  kendala,l  

terhadapl  masyarakatl  denganl  usahal  mikrol  kecill  

danl  lanjutl  usial  yangl  masihl  sulitl  untukl  

menerimal  danl  memahamil  penggunaanl  sisteml  

Onlinel  Singlel  Submissionl  (OSS).l  Hall  inil  

didukungl  olehl  pernyataanl  informanl  yangl  

menyatakanl  bahwal  prosesl  prosesl  pengisianl  

datal  dikatakanl  sulitl  untukl  dipahami,l  

dikarenakanl  ribetl  danl  banyaknyal  persyaratanl  

yangl  harusl  dil  lengkapi.l  Denganl  minimnyal  

pengetahuanl  pelakul  usahal  terhadapl  teknologi,l  

menjadikanl  itul  sebagail  hambatanl  ataul  suatul  

masalahl  barul  dalaml  prosesl  layananl  perizinan. 

Berdasarkanl  hasill  penelitianl  yangl  

dilakukanl  olehl  peneliti,l  dapatl  dilihatl  bahwal  

kejelasanl  Implementasil  Kebijakanl  Pelayananl  

Perizinanl  Berusahal  berbasisl  Onlinel  Singlel  

Submissionl  (OSS)l  padal  Dinasl  Penanamanl  

Modall  danl  Pelayananl  Terpadul  Satul  Pintul  

(DPMPTSP)l  Kotal  Surabayal  masihl  menghadapil  

kendalal  terkaitl  minimnyal  pemahamanl  

masyarakatl  mengenail  teknologil  informasil  

dalaml  prosesl  pelayananl  perizinanl  secaral  

online/daring. 

Hall  inil  terlihatl  daril  metodel  sosialisasil  

yangl  dil  lakukanl  secaral  langsungl  denganl  

penyampaianl  informasil  yangl  beluml  benar-

benarl  tersampaikanl  denganl  jelasl  kesemual  

masyarakat.l  Sehinggal  walaupunl  masyarakatl  

sudahl  tahul  tentangl  Programl  Onlinel  Singlel  

Submissionl  (OSS),l  namunl  masihl  diperlukannyal  

pendampinganl  secaral  langsungl  kepadal  

masyarakat/pelakul  usaha. 

c. Konsistensi 

Denganl  adanyal  konsistensil  dalaml  

perintah,l  makal  pelaksanal  kebijakanl  akanl  

menjadil  bingungl  danl  tidakl  yakinl  dalaml  

menjalankanl  tugasnya.l  Berdasarkanl  hasill  

penelitianl  yangl  dilakukanl  olehl  peneliti,l  Adanyal  

konsepl  konsistensil  memberikanl  kontribusil  yangl  

baikl  kepadal  masyarakat,l  salahl  satunyal  denganl  

penetapanl  padal  Jaml  Operasional.l  Daril  adanyal  

Jaml  Operasionall  yangl  dilakukanl  setiapl  haril  

senin-jumat,l  mulail  senin-kamisl  jaml  (07.30-

15.00)l  haril  jumatl  (07.30-14.00)l  dapatl  

meningkatkanl  kualitasl  pelayananl  publikl  dil  

kalanganl  masyarakat.l  Sertal  adanyal  SOP,l  

mengenail  alurl  pelayananl  konsultasil  perizinanl  

menjadikannyal  sebagail  suatul  peraturanl  yangl  

sangatl  pentingl  untukl  menghasilkanl  konsistensil  

sertal  meningkatkanl  efisiensil  dalaml  layanan. 

 

2. Sumberl  Daya 

Menurutl  Edwardsl  IIIl  dalaml  Dwiyantol  (2014)l  

faktorl  sumberl  dayal  mempunyail  peranl  yangl  

pentingl  dalaml  suatul  implementasil  kebijakan.l  

Dalaml  Winarnol  (2016)l  menyatakanl  bahwal  dalaml  

pelaksanaanl  kebijakan,l  faktorl  sumberl  dayal  

memeilikil  faktorl  pentingl  dalaml  menentukanl  

keberhasilannya. 

Padal  pembahasanl  mengenail  faktorl  Sumberl  

dayal  yangl  terdapatl  dalaml  Implementasil  Kebijakanl  

Pelayananl  Perizinanl  Berusahal  berbasisl  Onlinel  

Singlel  Submissionl  (OSS),l  Menurutl  Edwardl  IIIl  

terdapatl  empatl  pointl  utamal  dalaml  sumberdayal  

yaitul  sumberdayal  staff,l  sumberdayal  informasi,l  

sumberdayal  anggaran,l  danl  sumberdayal  fasilitas,l  

antaral  lain: 
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a. Staff/Pegawai 

Dalaml  Implementasil  Kebijakanl  

Perizinanl  Berusahal  berbasisl  Onlinel  Singlel  

Submissionl  (OSS)l  inil  yangl  menjadil  

implementorl  adalahl  pegawail  Dinasl  Penanamanl  

Modall  danl  Pelayananl  Terpadul  Satul  Pintul  

(DPMPTSP)l  Kotal  Surabayal  Bidangl  Pelayananl  

Terpadul  Satul  Pintu,l  Subl  Bagianl  Perizinanl  

Berusaha.l  Dalaml  bidangl  perizinanl  berusaha,l  

SDMl  yangl  tersedial  sebanyakl  13l  orang,l  yangl  

memilikil  kualifikasil  sesuail  denganl  SOPl  yangl  

sesuai.l   

Berdasarkanl  hasill  penelitainl  yangl  

dilakukanl  olehl  peneliti,l  disampaikanl  olehl  

beberapal  narasumber,l  bahwal  pegawail  sudahl  

menjalankanl  tugasl  sesuail  denganl  SOPl  yangl  

berlaku.l  Pelayananl  yangl  diberikanl  sudahl  

berjalanl  denganl  baik,l  hall  inil  dibuktikanl  denganl  

adanyal  Indeksl  Kepuasanl  Masyarakatl  kepadal  

Dinasl  Penanamanl  Modall  danl  Pelayananl  

Terpadul  Satul  Pintul  (DPMPTSP)l  Kotal  

Surabayal  daril  hasill  totall  akumulasil  daril  bulanl  

Meil  danl  Junil  mencapail  98,24%.l   

b. Informasi 

Informasil  memegangl  perananl  pentingl  

dalaml  keberhasilanl  implementasi.l  Dalaml  

Implementasil  Sisteml  OSSl  (Onlinel  Singlel  

Submission),l  informasil  memilikil  peranl  pentingl  

karenal  memberikanl  pengetahuanl  kepadal  pelakul  

usahal  mengenail  caral  yangl  jelasl  sederhanal  danl  

mudah.l  Suatul  informasil  dapatl  dimengertil  olehl  

pelakul  usahal  jikal  dapatl  dipahamil  denganl  

mudah.l  Dalaml  konteksl  kualitasl  informasil  yangl  

diberikanl  makal  perlul  pemahamanl  yangl  baikl  

dalaml  menyampaikanl  informasi.l   

Berdasarkanl  hasill  temuanl  peneliti,l  

Informasil  mengenail  sisteml  OSSl  (Onlinel  Singlel  

Submission)l  inil  pelaksanal  kebijakanl  

memberikanl  pelatihanl  ataul  Sosialisasil  

mengenail  Perizinanl  Berusahal  sesuail  denganl  

SOPl  danl  Peraturanl  yangl  berlaku.l  Baileyl  danl  

Pearsonl  (2007)l  mengatakanl  bahwal  informasil  

yangl  lengkapl  berartil  informasil  yangl  dapatl  

memenuhil  semual  keperluanl  pengguanal  padal  

suatul  informasi. 

c. Anggaran 

Sumberl  dayal  Anggaranl  memilikil  peranl  

yangl  sangatl  pentingl  danl  harusl  diperhatiakanl  

secaral  seksama.l  Pelaksanaanl  kebijakanl  

memerlukanl  danal  untukl  berbagail  keperluanl  

sepertil  halnyal  pembelianl  pelralatan,l  pelatihan,l  

ataul  kegiatanl  lainnya.l  Karenal  kebijakanl  tidakl  

akanl  terealisasil  tanpal  adanyal  anggaranl  yangl  

memadai.l  Implementasil  OSSl  (Onlinel  Singlel  

Submission)l  didapatkanl  daril  APBN.l  Daril  

anggaranl  tersebutl  diperuntukkanl  untukl  

menunjangl  kebutuhanl  dalaml  pelaksanaanl  

keberhasilanl  kebijakan.l   
Berdasarkanl  hasill  temuanl  peneliti,l  

dimanal  efisiensil  Sumberl  Dayal  Anggaranl  untukl  

kegiatanl  ini,l  menunjukkanl  Sumberl  dayal  

anggaranl  padal  Perizinanl  Berusahal  Berbasisl  

Onlinel  Singlel  Submissionl  (OSS)l  padal  Dinasl  

Penanamanl  Terpadul  Satul  Pintul  (DPMPTSP)l  

Kotal  Surabaya,l  yangl  dil  dapatkanl  sebesarl  Rp.l  

3.108.821.090. 

d. Fasilitas 

Kebijakanl  akanl  mendapatkanl  layananl  

denganl  memfasilitasil  pemberianl  layananl  

selamal  implementasil  kebijakanl  saatl  inil  

berjalan.l  Sumberl  dayal  fasilitasl  sangatl  pentingl  

untukl  mensukseskanl  sebuahl  implementasi. 

Dalaml  fasilitasil  prosesl  perizinanl  

terintegrasil  secaral  elektronikl  melaluil  Programl  

Onlinel  Singlel  submissionl  (OSS)l  masihl  

ditemukannyal  hambatanl  serverl  yangl  downl  

dalaml  sisteml  Onlinel  Singlel  Submissionl  (OSS)l  

jugal  seringl  terjadinyal  maintenancel  dalaml  

serverl  Onlinel  Singlel  Submissionl  (OSS)l  

sehinggal  menghambatl  prosesl  dalaml  

memasukkanl  datal  pelakul  usahal  yangl  

berdampakl  tidakl  bisal  masukl  kedalaml  akunl  

Onlinel  Singlel  Submissionl  (OSS)l  ataul  akunl  

Onlinel  Singlel  Submissionl  (OSS)l  yangl  tiba-tibal  

terkeluar,l  sampail  mendapatl  informasil  daril  

pusatl  bahwal  serverl  sudahl  membaik.l  Dalaml  hall  

inil  DPMPTSPl  Kotal  Surabayal  sudahl  

memberikanl  fasilitasl  terbaikl  kepadal  pelakul  

usaha.l   

 

3. Disposisi 

Salahl  satul  faktorl  yangl  mempengaruhil  

implementasil  kebijakanl  adalahl  sikapl  pelaksanal  

kebijakan.l  Kecenderunganl  perilakul  ataul  

karakteristikl  pelaksanal  kebijakanl  memegangl  

perananl  pentingl  dalaml  melaksanakanl  kebijakanl  

sesuial  denganl  sasaranl  danl  tujuan.l  Kuncil  utamal  

yangl  harusl  dimilikil  olehl  paral  pelaksanal  kebijakanl  

adalahl  sebuahl  kejujuranl  danl  komitmenl  yangl  

tinggi.l  Demikianl  pulal  apabilal  tingkahl  lakul  ataul  

perspektif-perspektifl  paral  pelaksanal  berbedal  

denganl  paral  pembuatl  keputusan,l  makal  prosesl  

pelaksanaanl  suatul  kebijakanl  menjadil  semakinl  sulit. 

Berdasarkanl  hasill  penelitianl  peneliti,l  

apabilal  paral  pelaksanal  mempunyail  sikapl  yangl  baikl  

terhadapl  suatul  kebijakanl  tertentu,l  hall  tersebutl  
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dapatl  memberikanl  suatul  dukunganl  danl  lebihl  besarl  

kemungkinanl  untukl  melaksanakanl  kebijakanl  

tersebutl  sesuail  denganl  keinginanl  pengambill  

kebijakna.l  Hall  inil  didukungl  daril  pernyataanl  

informanl  yangl  menyatakanl  bahwal  sikapl  

pelaksanaanl  Kebijakanl  dalaml  Implementasil  

Pelayananl  Perizinanl  Berusahal  berbasisl  Onlinel  

Singlel  Submissionl  (OSS)l  sangatl  mendukungl  

Programl  Perizinanl  Berusahal  Berbasisl  Online,l  

denganl  memberikanl  pelayananl  terbaik. 

 

4. Strukturl  Birokrasi 

Strukturl  birokasil  inil  menurutl  Edwardl  IIIl  

dalaml  Widodol  (2010:106)l  mencangkupl  

aspekaspekl  sepertil  strukturl  birokrasi,l  pembagianl  

kewenangan,l  hubunganl  antaral  unit-unitl  organnisasil  

danl  sebagainya.l  Winarnol  (2016:176)l  menjelaskanl  

bahwal  birokrasil  memilikil  peranl  yangl  palingl  seringl  

bertindakl  sebagail  pelaksanal  kebijakan.l  Peranl  

birokrasil  sangatl  pentingl  dalaml  menyusunl  danl  

menjalankanl  kebijakanl  yangl  telahl  ditetapkanl  olehl  

pemerintahl  ataul  instansil  yangl  berwenang. 

Padal  pembahasanl  mengenail  hasill  dalaml  

faktorl  strukturl  birokrasil  yangl  terdapatl  padal  

Implementasil  Kebijakanl  Pelayananl  Perizinanl  

Berusahal  Berbasisl  Onlinel  Singlel  Submissionl  

(OSS)l  dil  Dinasl  Penanamanl  Modall  danl  Pelayananl  

Terpadul  Satul  Pintul  (DPMPTSP)l  Kotal  Surabaya,l  

penelitil  jugal  akanl  menjabarkannyal  kedalaml  dual  

indikatorl  yangl  terdapatl  padal  faktorl  strukturl  

birokrasi,l  pembahasanl  terkaitl  faktorl  strukturl  

birokrasil  tersebutl  adalahl  sebagail  berikut: 

a. Standarl  Operationall  Procedurel  (SOP) 

SOPl  berfungsil  sebagail  acuanl  yangl  

bertindakl  dalaml  sebuahl  implementasi.l  Edwardl  

IIIl  (1980)l  mengemukakanl  pengertianl  SOPl  

yaitul  berbagail  rutinitasl  yangl  memungkinkanl  

pihakl  otoritasl  membuatl  berbagail  keputusanl  

harian. 

Daril  hasill  penelitianl  dapatl  diketahuil  

bahwal  dalaml  pelaksanaanl  kebijakanl  Pelayananl  

Perizinanl  Berusahal  Onlinel  Singlel  Submissionl  

(OSS)l  padal  Dinasl  Penanamanl  Modall  danl  

Pelayananl  Terpadul  Satul  Pintul  (DPMPTSP)l  

Kotal  Surabayal  telahl  ditetapkanl  dalaml  prosedurl  

dasarl  pelaksanaan,l  prosedurl  kerjal  dasar,l  ataul  

standarl  operasionall  prosedurl  (SOP)l  yangl  

diperlukanl  untukl  pelaksanaanl  suatul  kebijakan.l  

Berdasarkanl  pemaparanl  informan,l  hall  inil  dapatl  

dilakukanl  denganl  menggunakanl  prosedurl  

operasil  standarl  yangl  berupal  teknisl  pelaksanaanl  

programl  dalaml  standarl  operasionall  prosedurl  

(SOP). 

b. Fragmentasi 

Fragmentasil  merupakanl  penyebaranl  

tanggungl  jawabl  suatul  kebijakanl  kepadal  

beberapal  badanl  yangl  berbedal  sehinggal  

memerlukanl  koordinasi.l  Menurutl  Edwardl  IIIl  

(1980)l  bahwal  penyebaranl  tanggungl  jawabl  padal  

satul  lingkupl  kebijakanl  diantaral  beberapal  unitl  

organisasil  disebutl  denganl  fragmentasi. 

Berdasarkanl  daril  hasill  penelitian,l  dapatl  

diketahuil  bahwal  terkaitl  fragmentasil  dalaml  

implementasil  kebijakanl  Pelayananl  Perizinanl  

Berusahal  Onlinel  Singlel  Submissionl  (OSS)l  padal  

Dinasl  Penanamanl  Modall  danl  Pelayananl  

Terpadul  Satul  Pintul  (DPMPTSP)l  Kotal  

Surabayal  denganl  peranl  pertanggungl  jawabanl  

yangl  telahl  diberikanl  kepadal  masing-masingl  

kepadal  pelaksanal  kebijakan,l  pegawai/staffl  yangl  

kerapl  melakukanl  sosialisasil  dalaml  pelayananl  

bagianl  konsultasil  sudahl  berjalanl  denganl  baik,l  

danl  sesuail  denganl  Georgel  Cl  Edwardl  IIIl  karenal  

dalaml  pembagianl  peranl  dimaksudkanl  untukl  

memudahkanl  pelaksaanl  kebijakanl  danl  gunal  

memudahkanl  tercapainyal  tujunal  yangl  inginl  

dicapai. 

 

Ucapan Terima Kasih 

Padal  kesempatanl  inil  penelitil  mengucapkanl  

terimakasihl  banyakl  kepadal  semual  pihakl  atasl  doal  danl  

dukungannyal  kepadal  penulisl  dalaml  penyusunanl  kajianl  

ini.l  Semogal  penelitianl  inil  dapatl  memberikanl  manfaatl  

kepadal  bagil  paral  pembaca. 

 

PENUTUP 

Simpulan 

Berdasarkanl  uraianl  hasill  terkaitl  Iml  Implementasil  

Kebijakanl  Pelayananl  Perizinanl  Berusahal  Berbasisl  

Onlinel  Singlel  Submissionl  dil  Dinasl  Penanamanl  Modall  

danl  Pelayananl  Terpadul  Satul  Pintul  (DPMPTSP)l  Kotal  

Surabaya.l  Denganl  menggunakanl  teoril  Edwardl  Cl  Georgel  

III,l  yangl  memilikil  4l  Indikatorl  diantaranyal  yaitu:l  

Komunikasi,l  Sumberl  Daya,l  Disposisi,l  danl  Strukturl  

Birokrasi. 

Komunikasil  adalahl  sebuahl  kegiatanl  yangl  

merupakanl  salahl  satul  faktorl  pentingl  dalaml  suatul  

pelayananl  sebuahl  pertukaranl  informasi,l  kejelasanl  

maupunl  konsistensil  yangl  mencakupl  lebihl  daril  satul  pihakl  

ataul  lebih.l  Dalaml  prosesl  komunikasil  yangl  terkaitl  dalaml  

Implementasil  Kebijakanl  Pelayananl  Perizinanl  Berusahal  

Berbasisl  Onlinel  Singlel  Submissionl  dil  Dinasl  Penanamanl  

Modall  danl  Pelayananl  Terpadul  Satul  Pintul  (DPMPTSP)l  

Kotal  Surabaya,l  dapatl  disimpulkanl  masihl  beluml  berjalanl  

denganl  optimall  dikarenakanl  dalaml  prosesl  komunikasil  

kejelasanl  padal  kelompokl  masyarakat/pelakul  usahal  yangl  
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masihl  kurangl  dalaml  pemahamanl  ataul  pengetahuanl  

mengenail  prosedurl  penggunaanl  Onlinel  Singlel  

Submissionl  (OSS). 

Sumberl  Daya,l  merupakanl  faktorl  yangl  sangatl  

mempengaruhil  keberhasilanl  suatul  implementasi.l  Karenal  

memerlukanl  dukunganl  yangl  sangatl  besarl  mulail  daril  

Staff,l  Anggaranl  danl  jugal  fasilitasi/saranal  prasaranal  

sebagail  penunjangl  keberhasilannyal  suatul  implementasil  

kebijakan.l  Capaianl  daril  indikatorl  inil  menunjukkanl  

peningkatanl  yangl  sangatl  bagusl  mulail  daril  pegawai/staffl  

yangl  sangatl  antusiasl  dalaml  menjalankanl  danl  

menyelesaikanl  tugasl  yangl  diberikanl  denganl  terusl  

memberikanl  pelayananl  yangl  terbaikl  kepadal  pelakul  

usaha,l  tidakl  adal  kendalal  mengenail  anggaranl  yangl  telahl  

diberikanl  yangl  sangatl  menunjangl  program-programl  yangl  

sudahl  dil  rencanakan.l  Saranal  danl  prasaranal  yangl  

disediakanl  sudahl  sangatl  baikl  denganl  memberikanl  

kenyamananl  kepadal  pelakul  usahal  agarl  tidakl  merasal  

pusingl  danl  jenuhl  dalaml  menjalankanl  prosesl  pelayananl  

konsultasil  yangl  diberikanl  olehl  Dinasl  Penanamanl  Modall  

danl  Pelayananl  Terpadul  Satul  Pintul  (DPMPTSP)l  Kotal  

Surabaya.l  Namun,l  dalaml  fasilitasil  serverl  yangl  diberikanl  

beluml  memberikanl  hasill  yangl  baikl  dikarenakanl  serverl  

seringl  down/error,l  jugal  seringl  terjadil  maintenancel  dala,l  

prosesl  pemnggunaanl  sisteml  Onlinel  Singlel  Submissionl  

(OSS). 

Disposisil  merupakanl  faktorl  pentingl  dalaml  

impelemntasil  ataul  pendekatanl  kebijakanl  publik.l  

Pelaksanal  kebijakanl  yangl  efektifl  tidakl  hanyal  harusl  

mengetahuil  apal  yangl  harusl  dilakukan,l  namunl  jugal  harusl  

mempunyail  kemampuanl  untukl  melakukanl  praktiknyal  

agarl  hall  tersebutl  tidakl  terjadil  sampail  padal  kenyataan.l  

Sikapl  pelaksanal  dalaml  Implementasil  Pelayananl  

Perizinanl  Berusahal  Berbasisl  Onlinel  Singlel  Submissionl  

(OSS)l  dil  Dinasl  Penanamanl  Modall  danl  Pelayananl  

Terpadul  Satul  Pintul  (DPMPTSP)l  Kotal  Surabayal  sangatl  

mendukungl  kebijakanl  inil  karenal  dapatl  meningkatkanl  

komitmenl  bersamal  dalaml  memberikanl  pelayananl  terbaikl  

kepadal  masyarakat.l  Jadil  dapatl  disimpulkanl  bahwal  

pelaksanal  kebijakanl  sangatl  mendukungl  programl  Onlinel  

Singlel  Submissionl  (OSS)l  salahl  satul  tujuanl  agarl  

mewujudkanl  kotal  Surabayal  sebagail  salahl  satul  Kotal  

tujuanl  investasi.l   

Strukturl  Birokrasil  mengacul  padal  karakteristik,l  

norma,l  danl  polal  hubunganl  yangl  biasal  terjadil  padal  

Lembagal  eksekutifl  yangl  mempunyail  hubunganl  potensiall  

danl  actuall  denganl  apal  yangl  dimilikil  dalaml  praktekl  suatul  

kebijakan.l  Dapatl  disimpulkanl  hasill  daril  Strukturl  

Birokrasil  dalaml  Implementasil  Pelayananl  Perizinanl  

Berusahal  Berbasisl  Onlinel  Singlel  Submissionl  dil  Dinasl  

Penanamanl  Modall  danl  Pelayananl  Terpadul  Satul  Pintul  

(DPMPTSP)l  Kotal  Surabayal  sudahl  diterapkanl  denganl  

baik. 

Saran 

Berdasarkanl  uraianl  hasill  penelitianl  diatas,l  

terdapatl  beberapal  saranl  yangl  dimilikil  penelitil  terkaitl  

Implementasil  Kebijakanl  Pelayananl  Perizinanl  Berusahal  

Berbasisl  Onlinel  Singlel  Submissionl  dil  Dinasl  Penanamanl  

Modall  danl  Pelayananl  Terpadul  Satul  Pintul  (DPMPTSP)l  

Kotal  Surabaya.l  Saranl  inil  dimasukkanl  untukl  dijadikanl  

sebagail  bahanl  peningkatanl  keberhasilanl  pelaksanaanl  

programl  OSSl  (Onlinel  Singlel  Submission)l  danl  sebagail  

bahanl  evaluasil  bagil  Dinasl  Penanamanl  Modall  danl  

Pelayananl  Terpadul  Satul  Pintul  Kotal  Surabaya.l  Berikutl  

saranl  yangl  dapatl  diberikanl  yaitu: 

1) Sehubunganl   denganl  beluml  sempurnanyal  sisteml  

Perizinanl  Berusahal  yangl  terintegrasil  secaral  

elektronikl  melaluil  serverl  Onlinel  Singlel  Submissionl  

(OSS).l  Maka,l  diperlukannyal  perbaikanl  padal  serverl  

untukl  mengatasil  kendalal  danl  memastikanl  

kelancaranl  penggunaanl  sistem.l  Hall  inil  dikarenakanl  

masihl  seringl  terjadil  errorl  padal  webl  oss.go.idl  jugal  

seringl  terjadil  maintenanacel  selamal  prosesl  

penggunaanl  sisteml  olehl  pelakul  usaha/kelompokl  

masyarakat.l  Olehl  karenal  itu,l  perlul  adanyal  sisteml  

pendukungl  yangl  dikembangkanl  pemerintahl  daerahl  

agarl  pelayananl  perizinanl  dapatl  terlaksanal  sebagail  

sisteml  sementaral  yangl  dapatl  menyimpanl  datal  

pelakul  usahal  yangl  akanl  diprosesl  kembalil  padal  webl  

oss.go.idl  hinggal  sisteml  dapatl  diaksesl  kembali.l  

Selainl  itu,l  saranl  yangl  dapatl  diberikanl  berupal  

peningkatanl  dalaml  perbaikanl  danl  kualitasl  jaringanl  

serverl  dil  pusatl  yangl  menjadil  suatul  keharusanl  untukl  

memastikanl  kepuasanl  penggunal  saatl  mengaksesl  

danl  menggunakanl  sisteml  Onlinel  Singlel  Submissionl  

(OSS)l  sehinggal  dapatl  berjalanl  denganl  baikl  danl  

lancar. 

2) Beluml  optimalnyal  danl  kurangnyal  pemahamanl  

komunikasil  kejelasanl  pelakul  usaha/kelompokl  

masyarakatl  terhadapl  tatal  caral  pengisianl  datal  padal  

sisteml  Onlinel  Singlel  Submissionl  (OSS)l  ini,l  makal  

dapatl  memberikanl  layananl  berupal  videol  tutoriall  

bagaiamanl  penggunaanl  sisteml  Onlinel  Singlel  

Submissionl  (OSS)l  dalanl  memasukkanl  datal  pelakul  

usaha.l  Selainl  itu,l  diperlukannyal  peningkatanl  

pertumbuhanl  realisasil  dalaml  sosialisasil  sertal  

pendampinganl  langsungl  olehl  pegawail  kepadal  

pelakul  usaha/kelompokl  masyarakat.l  Pelaksanaanl  

sosialisasil  sertal  pendampinganl  inil  bertujuanl  untukl  

membangunl  kedekatanl  antarl  pegawail  denganl  

pelakul  usahal  agarl  dapatl  memahamil  sisteml  Onlinel  

Singlel  Submissionl  (OSS).l  Pelaksanaanl  inil  dapatl  

dilakukanl  secaral  rutinl  3-4l  kalil  dalaml  seminggu,l  

gunal  membantul  Pelakul  Usahal  untukl  lebihl  

memahamil  kembalil  bagaimanal  caral  
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mengoperasikanl  Programl  Onlinel  Singlel  Submissionl  

(OSS)l  denganl  optimal. 
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